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History

KonblikDIH Konblildybrid KonblikDIH
Sudah dilakukan konblik Telah dilaksanakan Dilakukan kembali konblik
melalui JDIH BPOM pada Konblik secara Hybrid kedua melalui JDIH pada

tanggal 10 - 17 pada 11 Desember 2024 10 - 21 September 2025

Desember 2024
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alamrancanganni terdapat:

Perubahan] I (i Kosmétikeé menjadi ckosmetike
Perubahansubstansi

Perubahandrafting dary atau perubahanpasal

Dalam paparan ini hanya disebutkan beberapa
pasal yang mengalami perubahan Selain yang
disebutkan di paparan ini berartt masih sama
denganperaturanyangsebelumnya(existing)

Substansi Rancangan Perubahan

/.
8.

9

SOALN~

DOD

Definisi

Kriteria dan Persyaratan

Pengecualian Notifikasi

Pembagian Kosmetik

Satu Nama Kosmetik

Kosmetik Dalam Negeri, Kosmetik Kontrak, dan
Kosmetik Impor

Produk Ruahan

Pemutusan Keagenan dan Penghabisan Sisa Stok
Pembatalan Notifikasi

10.Permohonan Rekomendasi sebagai Notifikasi Kos
11.Penggunaan Bahan Nanomaterial

12.SLA Notifikasi

13.Notifikasi Perubahan



>> > Definisi

Pengaturgpebelumnya
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BELUM ADA

Rancangd&tevisPeraturan

IProduk Ruahan adalah bahan yang

telah selesai diolah dan tinggal
memerlukan kegiatan pengemasan
untuk menjadi Produk Jadi

¥




>>» > Kriteria dan Persyaratan S>OPD

Pengaturgd®ebelumnya RancangdtevisPeraturan

PASAL 2
Pelaku Usaha wajib menjamin:
' a. Kosmetik yang diproduksi dan/atau yang
diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia

memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan,
mutu, penandaan, dan klaim; dan;

b. Kosmetik khusus ekspor memenuhi kriteria
keamanan dan/ atau mutu,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

BELUM ADA




Pengecualian Notifikasi

Penambahkosmetilyanglikecualikagharinotifikasi

’ Kosmetik Impor yang

dimasukkan ke dalam wilayah
Indonesia melalui jalur khusus/
special access scheme;

|zin edarberupanotifikasi dikecualikanuntuk:

I Kosmetik Dalam Negeri yang digunakan untuk

tujuan penelitian dan/atau pameran dengan jumlah
terbatas, tidak ditujukan untuk tes pasar, dan tidak
untuk diedarkan di wilayah Indonesia

y

Parfum isi ulang

QOSmetik Impor yang dimasukkan ke dalam wilayah

Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,
Kawasan ekonomi khusus, dan tempat penimbunan
perikat yang tidak diedarkan di wilayah Indonesia serta
tidak diberlakukan kebijakan dan pengaturan impor

®
®




PP Pembagian Kosmetik

=

Pengaturgd®ebelumnya RancangdtevisPeratura

a. Kosmetik yang dibuat di
Dalam Negeri
A Kosmetik Dalam Negeri
A Kosmetik Kontrak

b. Kosmetik Impor

Kosmetik Dalam Negeri
Kosmetik Kontrak dalam negeri
Kosmetik Kontrak luar negeri
Kosmetik Impor

Kosmetik khusus ekspor*; dan
Kosmetik Kitx

*padderaturasebelumnyaidaldiaturhanyaajabelummasulpembagidiosmetik
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Penambahan
Syarat Notifikasl e

Formatsurat pernyataanmerek

LAMPIEAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...

1. Contoh Format Surat Pernyataan terkait Merek (Untuk pemohon
notifikasi dengan status Industri Kosmetika/ Badan Usaha Pemberi
Kontrak)

Pemohonnotifikasi harusmelampirkarn pop e ey

SURAT PERNYATAAN MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :

Surat pernyataan bermeterai  yang i TS S—

Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

menyatakan bahwa apabila berdasarkan I

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mendaftarkan/menotifikasi

ketentuan peraturan  perundang- P ST I S

Apabila di kemudian hari terdapat kosmetika dengan nama yang sama dengan
nama kosmetika ternotifikasi atas nama perusahaan lain, selain perusahaan
terelasi saya, dan/atau terdapat pihak lain yang lebih berhak secara hukum atas

undangan terdapat pihak lain yang lebih ST e e s
berhak terhadap merek dan/atau nama

Kosmetik, pemohon Notifikasi bersedia
untuk dibatalkan nomor notifikasinya (Cap Prusahaan & T Tngar

Nama Lengkap Pimpinan
Perusahaan

Yang membuat pernyataan

LampirahRancRevisPeraturan




>>>> Satu Nama Kosmetik PDPPP

Pengaturgd®ebelumnya RancangdtevisPeraturan

PASAL 15 PASAL 15

(1) Satu Nama Kosmetika hanya dapat dinotifikasi (1) Satu Nama Kosmetika hanya dapat dinotifikasi
oleh 1 (satu) pemohon Notifikasi. oleh 1 (satu) pemohon Notifikasi.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan untuk: (1) dikecualikan untuk Kosmetik yang

a. Kosmetika yang dinotifikasi oleh 1 (satu) dinotifikasi oleh 1 (satu) perusahaan terelasi.
perusahaan terelasi; dan

b. Kosmetika yang ditujukan untuk target
pemasaran yang berbeda.

Penghapuskosmetikigtargetpasaberbeddaril (sat) nam&osmetik




>>» > Kosmetik Dalam Negers S>OPD

Pengaturgd®ebelumnya RancangdtevisPeraturan
PASAL 13

' (1) Permohonan Notifikasi Kosmetik Dalam negeri dapat

diajukan oleh Industri Kosmetik.

(2) Industri Kosmetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk industri Kosmetik yang melakukan kegiatan
pembuatan produk antara.

(3)Produk antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan suatu bahan atau campuran bahan yang telah
melalui satu atau lebih tahap pengolahan, diproduksi di
luar negeri, dan masih terdapat proses pengolahan serta
pengemasan oleh industri Kosmetik Dalam Negeri.

BELUM ADA




Perubahan Masa Berlaku
DOOO

Ketentuan ini berlaku sesuai masing2 persyaratan pengajuan notifikasi berikut:
1. Kosmetik Dalam Negeri

2. Kosmetik Kontrak dalam negeri

3. Kosmetik Kontrak luar negeri

4. Kosmetik Impor

Penghapusan sisa masa berlaku dokumen-dokumen berikut saat pengajuan notifikasi.
Dokumen dapat digunakan untuk pengajuan notifikasi selama masih berlaku tanpa

batas masa berlaku paling singkat.

01 SertifikalCPKB» | KosbalanNegeri 03 SuraPenunjukdfeagenasp kosimpor
*Sebelumnyadipersyaratkanmasa berlaku paling singkat 3 bulan *Sebelumnyalipersyaratkarsisamasaberlakupalingsingkat6
sebelumberakhir bulansebelumberakhir

DokumelRerjanjiakerjasama 04 SertifikaGMP == | Koslmpor

O 2 kO ntralP rOd u k” KosKontrak *Sebelumnyadipersyaratkansisamasaberlaku paling singkat3

bulansebelumberakhir

*Sebelumnyadipersyaratkansisa masa berlaku paling singkat 6
bulansebelumberakhir




Penghapusan Ketentuan Sertifikat

Ketentuan ini berlaku untuk semua persyaratan pengajuan notifikasi berikut:

1.

2.
3.
4.

Kosmetik Dalam Negeri
Kosmetik Kontrak dalam negeri
Kosmetik Kontrak luar negeri
Kosmetik Impor

()

(6)

(7)

Pengaturgd®ebelumnya

Dalam hal permohonan Notifikasi dilakukan oleh
pemohon Notifikasi yang memiliki sertifikat merek maka
selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), pemohon Notifikasi juga harus
melampirkan fotokopi sertifikat merek.

Dalam hal permohonan Notifikasi dilakukan oleh
pemohon Notifikasi yang ditunjuk sebagai penerima
lisensi merek maka pemohon Notifikasi selain harus
melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) juga harus melampirkan fotokopi perjanjian lisensi
antara pemilik merek dengan pemohon Notifikasi.

Dalam hal pemohon Notifikasi menggunakan merek yang
belum didaftarkan kepada instansi yang berwenang dan
belum memiliki sertifikat merek, pemohon Notifikasi
dapat mengajukan permohonan Notifikasi dengan
melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Merek >>>>

RancangdtevisPeraturan

Dihapus untuk semua
pengajuan notifikasl



>> > > Kosmetik Kontrak Dalam Negeri S>OPD

RancangdtevisPeraturan

PASAL 15

Pengaturgd®ebelumnya |

BELUM ADA

(1) Pemberi kontrak dan penerima kontrak dalam
Notifikasi Kosmetik kontrak dalam negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 waijib
menjamin dan memastikan pemenuhan standar
dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan
mutu Kosmetik yang diajukan melalui  Notifikasi
Kosmetik kontrak dalam negeri. Industri Kosmetik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
industri  Kosmetik yang melakukan kegiatan
pembuatan produk antara.

(2) Penerima kontrak dilarang mengalihkan pembuatan
Kosmetik yang dikontrakkan kepada industri Kosmetik
lain.

4




PASAL

Kosmetik Kontrak Luar Negeri >>>>

Permohonan notifikasi kosmetik kontrak luar negeri hanya dapat
oIETVLClalel(Slslindustri  kosmetik dalam negeri sebagal pemberi
kontrak dan harus memiliki NIB sebagal importir .

(3) Permohonan notifikasi kosmetik kontrak (4) Permohonan notifikasi kosmetik kontrak
luar negeri harus memenuhi ketentuan: luar negeri harus memenuhi ketentuan:

a. teknologi dan fasilitas produksi yang | a. memiliki dokumen justifikasi bahwa Kosmetik

digunakan belum dimiliki oleh industri di yang bersangkutan tidak dapat diproduksi
Indonesia; atau di Indonesia; Dan

b. Kosmetik yang diproduksi secara sentralistik b. Menggunakan bahan baku atay
di luar negeri oleh industri multinasional kombinasi bahan baku yang telah
yang memiliki industri di Indonesia dengan diketahui keamanan dan kemanfaatan.

menunjukkan perimbangan kegiatan ekspor
dan impor.




Persyaratan Industri Kosmetik Pemberi Kontrak:

a.Memiliki Sertifikat CPKB;

b.Memiliki dokumen perjanjian kerja sama kontrak
produksi; dan

c.surat pernyataan bermeterai direksi dan/atau
pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak
pidana di bidang Kosmetik.

N O 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O O O O O O O O O o 0 0
N



Industri Kosmetik Penerima Kontrak

Jika sertifikat GMP tidak
mencantumkan masa berlaku, maka
harus dilampirkan  laporan  hasil
pemeriksaan terakhir termasuk
perubahannya paling lama 2 tahun yang
dikleuarkan oleh otoritas pemerintah
setempat dan/ atau otoritas pemerintah
negara lain

ketentuan padaperaturan sebelumnya

Penerimakontrak harus memiliki sertifikat Good Manufacturing Practices(GMP)yang masih
oerlaku dengan ketentuan diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau
embagalain yang ditunjuk oleh pemerintah dari negaraasal dan dibuktikan dengansurat
Keterangandari otoritas pemerintahyangberwenangdi negaraasafr.

Dalam hal ditemukan keraguan terhadap
sertifikat GMP, petugas dapat melakukan
pemeriksaan setempat terhadap pemenuhan
persyaratan dan/ atau ketentuan cara
pembuatan yang baik.

*Ketentuan legalisasisertifikat GMP mengikuti ketentuan apostille sepert




PASAL

PASAL 17

Notifikasi kosmetik kontrak luar neger!
secara bertahap harus dilakukan alih

(1) Dokumen perjanjian kerja sama kontrak teknologi untuk dapat diproduksi di dalam

produksi harus memenuhi ketentuan:

negeri
a. Paling sedikit memuat informasi mengenai:
1.Nama industri pemberi kontrak; Alih teknologi secara bertahap dapat berupa
2.Nama industri penerima kontrak di luar alih pengetahuan/ kemampuan di bidang:
negeri; a. Pengembangan produk;
3. Merek dan/ atau nama kosmetik. Dan b. Teknik dan metode/ proses produksi; dan/
4. Masa berlaku perjanjian kerjasama atau
kontrak. C. Pengawasan mutu.

b. Harus disahkan oleh notaris.

Alih teknologi dapat diberikan kepadd
Pasal 17 ayat (2) pada rancangan konblik perwakilan industri kosmetik luar negeri di
JDIH dihapus, karena sudah terakomodir Indonesia atau industri lain di Indonesiq
dalam Pasal 16 ayat (4). berdasarkan kesepakatan antara pemilik
dan penerimateknologi.




DOOD Kosmetik Impor DOOD

Pengatura®ebelumnya RancangdtevisPeraturan
PASAL 19

(1) Permohonan Notifikasi Kosmetik Impor hanya dapat
diajukan oleh Importir yang bergerak di bidang
Kosmetik sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang undangan.

(2) Permohonan Notifikasi Kosmetik Impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan czlam bentuk
piedulksadidan/atauiRi@duldRuaElan

(&) Peleny [mal iEreapeat preeulk muahen e m@ S Jp @ \[V
calamBKemasain P[[m e elel [elustr celEn @ Sl
walitiss N cliajllkam H U pemechen oiwf lka'si
KesmetikSlmpesebagaimeanaiaimaksticdpacdasayai
(2

BELUM ADA



Kosmetik Impor

Importir harus memiliki sertifikat Good Manufacturing Practices(GMP)yang masih berlaku
denganketentuan diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenangatau lembagalain
yangditunjuk oleh pemerintah dari negaraasaldan dibuktikan dengansurat keterangandari
otoritas pemerintahyangberwenangdi negaraasafr.

Ika sertifikat GMP tidak
mencantumkan masa berlaku, maka
harus  dilampirkan laporan hasil
pemeriksaan terakhir termasuk
perubahannya paling lama 2 tahun yang
dikleuarkan oleh otoritas pemerintah
setempat dan/ atau otoritas pemerintah
negara lain

ketentuan padaperaturan sebelumnya

Dalam hal ditemukan keraguan terhadap
sertifikat GMP, petugas dapat melakukan
pemeriksaan setempat terhadap pemenuhan
persyaratan dan/ atau ketentuan cara
pembuatan yang baik.

*Ketentuan legalisasisertifikat GMP mengikuti ketentuan apostille sepert




Persyaratan Produk Ruahan (Bulk)
RancangdtevisPeraturan

PASAL 19

Produk ruahan yang diajukan melalui Notifikasi Kosmetik Impor hanya dapat dilakukan oleh Industri
Kosmetik yang memiliki Sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan
yang akan diajukan Notifikasi.

(2) Persyaratan dokumen notifikasi produk ruahan:

a) Surat pernyataan bermeterai direksi dan/ atau pimpinan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang
kosmetik;

b) Surat penunjukan keagenan yang masih berlaku=.

c) Certificate of Free Sale (CFS) untuk Kosmetik impor yang berasal dari negara di luar ASEAN, yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal, kecuali untuk
Kosmetik kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesiax .

d) sertifikat good manufacturing practice * .

(1)

*Ketentuanselengkapnyalapat dicek padarancangamnperaturan.
** KetentuanCF3nengikuti ketentuan peraturan sebelumnya



Produk Ruahan

Importir harus memiliki sertifikat Good Manufacturing Practices(GMP)yang masih berlaku
denganketentuan diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenangatau lembagalain
yangditunjuk oleh pemerintah dari negaraasaldan dibuktikan dengansurat keterangandari
otoritas pemerintahyangberwenangdi negaraasafr.

Jika sertifikat GMP tidak
mencantumkan masa berlaku, maka
harus dilampirkan laporan  hasil
pemeriksaan terakhir termasuk
perubahannya paling lama 2 tahun
yang dikleuarkan oleh otoritas
pemerintah setempat dan/ atau otoritas
pemerintah negara lain

Dalam hal ditemukan keraguan terhadap
sertifikat GMP, petugas dapat melakukan
pemeriksaan setempat terhadap pemenuhan
persyaratan dan/ atau ketentuan cara
pembuatan yang baik.

*Ketentuan legalisasisertifikat GMP mengikuti ketentuan apostille sepert
ketentuan padaperaturan sebelumnya




' DokumeAsli

Pemutusan Asli dokumen penunjukan keagenan antara

pemohon Notifikasi dengan Prinsipal harus

Ke ag e n an disampaikan jika diperlukan pemastian kebenaran

dan keabsahan thd fotokopi dokumen

P e n g h a.p u San Penghapusan pemberian sisa stok paling lambat 6
: bulan sejak perjanjian lisensi atau surat perjanjian
S I Sa StO k kerja sama kontrak secara hukum dinyatakan telah

berakhir atau diakhiri.




Pembatalan Nomor Notifikasi
Penambah#etentuaRembataldsiomoNotifikasi

Pemilik NnOomor

Notifikasi dapat
mengajukan permohonan pembatalan
nomor Notifikasi kepada Kepala Badan

disertai dengan justifikasi yang
disampaikan melalui laman  resmi
pengajuan Notifikasi.

*Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara
penarikankosmetik dari peredarandilaksanakan
sesuaidengan Peraturan BPOMyang mengatur

mengenaipenarikandan pemusnaharkosmetik

Terhadap permohonan pembatalan nomor
Notifikasi, Kepala Badan menyampaikan
pemberitahuan nomor notifikasi telah
dibatalkan yaag disampaikan melalui lama
resmi pengajuan Notifikasi.

Dalam hal pemberitahuan nomor notifikasi telah
dibatalkan telah diterima, Pemilik Nomor
Notifikasi wajib melakukan penarikan kosmetik
dari peredaran paling lambat 6 bulan terhitung
sejak tanggal pemberitahuaan nomor notifikasi
telah dibatalkanx.




Rekomendasi Pemohon Notifikasi

Penambah#etentuadariPeraturaBebelumnya

1. Penyesuaian pendaftaran melalui OSS dengan persyaratan yang sama dengan peraturan sebelumnya

Rancangan :

“Permohonan pemeriksanaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui laman resmi
pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik”

2. Perubahan data rekomendasi pemohon notifikasi

Peraturan sebelumnya:

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 diberikan 1 (satu) kali sepanjang
tidak terjadi perubahan pada:

a. alamat perusahaan dan/atau alamat gudang;

b. nama badan usaha/badan hukum;

c. alamat perusahaan dan/atau alamat gudang tanpa
perubahan lokasi; dan/atau

d. pimpinan/direktur perusahaan dan/atau penanggung jawab

teknis

Rancangan:

Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 diberikan 1 (satu) kali sepanjang
tidak terjadi:

a. perubahan pada alamat perusahaan dan/atau alamat
gudang;

b. penambahan alamat gudang;

c. perubahan nama badan usaha/badan hukum/jenis usaha
d. perubahan alamat perusahaan dan/atau alamat gudang
tanpa perubahan lokasi; dan/atau

e. perubahan pimpinan/direktur perusahaan dan/atau

penanggung jawab teknis.




Rekomendasi Pemohon Notifikasi

Penambah#etentuadariPeraturaBebelumnya

Penambahan SLA untuk penerbitaan keputusan permohonan rekomendasi, sebagai berikut:

permohonan baru diterbitkan paling lama
12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal
dilaksanakannya pemeriksaan sarana oleh
BPOM

SLA Notifikasi

permohonan perubahan diterbitkan
paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak
tanggal dilaksanakannya pemeriksaan sarana
oleh BPOM.

Perubahan timeline verifikasi terhadap permohonan
notifikasi paling lama 14 Hari menggunakan mekanisme
time to respond terhitung sejak terbit nomor ID Produk=.

Perubahan timeline verifikasi sediaan wangi-wangian,
paling lama 3 Hari menggunakan mekanisme time to
respond terhitung sejak terbit nomor ID Produk .

*PadaPeraturansebelumnyabelum menggunakamekanismetime to respond



Penggunaan Bahan Nanomaterial

Pengaturgpebelumnya

A ANALA A

(5) Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kosmetika
yang mengandung bahan mengarah pada nanomaterial
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal data
klarifikasi diserahkan.

(6) Dalam hal pemohon Notifikasi tidak menyampaikan
klarifikas1i sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
permohonan notifikasi dinyatakan ditolak.

(7) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.

RancangdtevisPeraturan

Ketentuan mengenai bahan nanomaterial
dihapus. Ketentuan diatur lebih lanjut dalam
Peraturan BPOM tentang Persyaratan Teknis
Bahan Kosmetik.

Waktu Pembaruan

Pengaturgdpebelumnya

Permohonan pembaruan Notifikasi untuk Kosmetika yang
akan habis masa berlakunya, diajukan paling lambat 30
(tiga puluh) hari1 kalender sebelum habis masa berlaku
Notifikas:.

RancangdtevisPeraturan

Penghapusan waktu pengajuan pembaruan
notifikasi kosmetik.




SLA Pembayaran
Notifikasi

RancangdtevisPeraturan

Perubahan

Perubahan batas waktu pembayaran adalah 5 Hari* setelah
tanggal Surat Perintan Bayar. Jika melebihi, maka
permohonan Notifikasi dianggap batal.

*Pada Peraturan sebelumnyabatas waktu
pembayaranadalah7 Hatri.
*Hari Kerja

SLA Pemberitahuan
Perubahan Notifikasi

RancangdtevisPeraturan

1. Penambahan TIMELINE untuk perubahan multi pabrik
disampaikan paling lama 3 Hari terhitung sejak terbit nomor
ID Produk.

2. Penambahan TIMELINE untuk perubahan nama dan
alamat industri/ Importir/ badan usaha yang melakukan
Notifikasi disampaikan paling lama 3 Hari terhitung sejak

terbit nomor ID produk.

*PadaPeraturansebelumnyabelum diatur.




otifikasi Perubahan & Pembaruan

Update
dokumen

a.Sertifikat CPKB yang masih berlaku;

b.Sertifikat good manufacturing practice atau surat pernyataan
penerapan good manufacturing practice untuk industri kosmetik impor
yang masih berlaku.

c.Surat persetujuan penggunaan fasilitas produksi bersama obat atau
obat bahan alam yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis
sediaan yang diajukan Notifikasi.

d.Dokumen penunjukan keagenan yang masih berlaku. Dan/ atau

e.Dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi yang masih berlaku.

*PadaRancangarkKonblikpoin d (Dokumenperjanjian Lisensyangmasihberlaku) dihapus



Pengaturgd®ebelumnya

Pasal 54

(1) Pemohon Notifikasi tidak dapat mengajukan

permohonan Notifikasi untuk:

a. Kosmetika yang berdasarkan hasil pengawasan tidak
memiliki nomor  Notifikasi dan  ditemukan
mengandung bahan yang dilarang; atau

b. Kosmetika yang telah dikenakan sanksi berupa
pencabutan Notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b yang ditemukan
mengandung bahan yang dilarang.

(2) Nama dari Kosmetika sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan Notifikasi kembali dengan
nama sebelumnya sepanjang tidak ada
permasalahan hukum dan berdasarkan
pertimbangan teknis dengan memperhatikan
persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu.

RancangdtevisPeraturan

Pasal 11
Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Notifikasi
Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib
menjamin dan memastikan:
a. Kosmetik yang diajukan Notifikasi tidak termasuk
kosmetik yang berdasarkan hasil pengawasan tidak

memiliki nomor Notifikasi dan/atau ditemukan
mengandung bahan yang dilarang; dan/atau
Kosmetik yang diajukan Notifikasi bukan merupakan
Kosmetik dengan nomor Notifikasi vyang telah
dilakukan pembatalan nomor Notifikasi atau
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan
nomor notifikasi dari Kepala Badan ||
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)




Lampiran |
PERNYATAAN TERKAIT MEREK

Penambaharformat surat pernyataanterkait merek bagipemohonNotifikasi.




